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Saputra, Gunawan Hadi. 2025. Kepastian Hukum Terhadap Daluwarsa Surat 

Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perspektif Praperadilan. Program 

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung 

Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., 100 halaman. 

RINGKASAN 
Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan serius, khususnya ketika 

tindakan bela diri oleh korban justru berujung pada proses pidana dan di jadikan 

tersangka karena menyebabkan kematian pelaku. Meskipun akhirnya penyidikan 

dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), 

tindakan tersebut memunculkan polemik mengenai dasar hukum, kepastian hukum, 

dan keadilan substantif. SP3, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam 

KUHAP, sering digunakan penyidik sebagai diskresi dalam penghentian 

penyidikan, yang dalam praktiknya berpotensi disalahgunakan. Praperadilan 

sebagai mekanisme kontrol atas sah atau tidaknya SP3 menjadi penting dalam 

menjamin akuntabilitas penyidik dan perlindungan hak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal 

doctrinal research). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menjawab isu hukum terkait. 

Jenis penelitian yang dipakai adalah reform-oriented research, yakni penelitian 

hukum yang bertujuan memberikan rekomendasi perubahan hukum. Sumber data 

meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian 

diolah melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan dianalisis secara 

kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

SP3 dapat diterbitkan penyidik jika terdapat alasan hukum, penerbitan SP3 harus 

dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan 

ketidakadilan bagi korban dan keluarganya. Praperadilan berfungsi sebagai 

mekanisme pengawasan SP3, yaitu untuk menguji keabsahan keputusan penyidik, 

khususnya jika keluarga korban merasa SP3 diterbitkan secara tidak sah atau tidak 

adil. Keseimbangan hukum pidana diperlukan agar tidak hanya melindungi hak 

tersangka tetapi juga memastikan hak korban atas kejelasan dan kepastian hukum. 

Ditekankan pentingnya reformasi pengaturan dan implementasi SP3 serta 

mekanisme praperadilan guna memperkuat keadilan, kepastian hukum peradilan di 

Indonesia. 
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KUHAP hingga saat ini belum mengatur tentang batas waktu pengajuan 

praperadilan terhadap terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), 

KUHAP hanya mengatur batas waktu hakim memutus (7 hari sejak sidang 

pertama). Kekosongan hukum ini menciptakan multitafsir dan ketidakpastian, 

sehingga berpotensi merugikan korban secara prosedural. Dan ketidak tenangan 

tersangka akibat ketidakjelasan tenggang waktu pengajuan praperadilan oleh 

korban, sehingga menyebabkan hilangnya akses keadilan dan membuka peluang 

penyalahgunaan proses hukum.  
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Saputra, Gunawan Hadi. 2025. Kepastian Hukum Terhadap Daluwarsa Surat 

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perspektif Praperadilan. Program 

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung 

Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., 100 halaman. 

 

ABSTRAK 
Kata Kunci: SP3, Praperadilan, Kepastian Hukum 

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan serius, khususnya ketika 

tindakan bela diri oleh korban justru berujung pada proses pidana dan di jadikan 

tersangka karena menyebabkan kematian pelaku. Meskipun akhirnya penyidikan 

dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), 

tindakan tersebut memunculkan polemik mengenai dasar hukum, kepastian hukum, 

dan keadilan substantif. SP3, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam 

KUHAP, sering digunakan penyidik sebagai diskresi dalam penghentian 

penyidikan, yang dalam praktiknya berpotensi disalahgunakan. Praperadilan 

sebagai mekanisme kontrol atas sah atau tidaknya SP3 menjadi penting dalam 

menjamin akuntabilitas penyidik dan perlindungan hak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal 

doctrinal research). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menjawab isu hukum terkait. 

Jenis penelitian yang dipakai adalah reform-oriented research, yakni penelitian 

hukum yang bertujuan memberikan rekomendasi perubahan hukum. Sumber data 

meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian 

diolah melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan dianalisis secara 

kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif. 

Pertama, penerbitan SP3 oleh penyidik memang sah sah saja namun harus 

dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan 

ketidakadilan bagi korban. Praperadilan berperan sebagai mekanisme pengawasan 

terhadap keabsahan SP3, terutama jika dirasa merugikan pihak korban. Kedua, di 

KUHAP maupun PERMA belum mengatur batas waktu pengajuan praperadilan 

terhadap SP3, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekosongan ini dapat 

membuka peluang penyalahgunaan wewenang penyidik. Oleh karena itu, 

diperlukan reformasi pengaturan dan penegakan hukum terkait SP3 dan 

praperadilan guna memperkuat keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. 
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Saputra, Gunawan Hadi. 2025. Legal Certainty Concerning the Expiration of the 

Order to Terminate Investigation (SP3) from a Pretrial Perspective. Master of Law 

Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. 

Supervisor: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., 100 pages. 

 

ABSTRACT 
Keywords: SP3, Pretrial, Legal Certainty 

Indonesia, as a state governed by law, faces serious challenges, particularly when 

acts of self-defense by victims result in criminal prosecution and the victim is named 

a suspect for causing the perpetrator’s death. Although the investigation may be 

terminated through the issuance of a Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), 

such action raises controversy regarding its legal basis, legal certainty, and 

substantive justice. While not explicitly regulated in the Indonesian Criminal 

Procedure Code (KUHAP), SP3 is often used at the discretion of investigators, 

which in practice may lead to abuse of power. Pretrial proceedings serve as a 

control mechanism to assess the legality of SP3 and safeguard individual rights and 

the accountability of law enforcement. 

This study employs normative legal research (legal doctrinal research) using a 

prescriptive-analytical approach, with statutory, conceptual, and case approaches 

to examine the related legal issues. The research is reform-oriented, aiming to 

propose legal changes. Data sources include primary legal materials (statutes and 

court decisions), secondary materials (legal literature), and tertiary materials 

(legal dictionaries). Data were collected through literature study and analyzed 

qualitatively through inventory, classification, systematization, and interpretation 

to produce logical and argumentative legal conclusions. 

First, while investigators are authorized to issue SP3, it must be done with caution 

and responsibility to avoid injustice to victims. Pretrial serves as a supervision 

mechanism for the validity of SP3, especially when perceived as detrimental to 

victims. Second, neither KUHAP nor Supreme Court Regulations (PERMA) 

currently regulate the time limit for submitting pretrial motions against SP3, 

resulting in legal uncertainty. This legal vacuum may lead to procedural abuse. 

Therefore, reform in the regulation and implementation of SP3 and pretrial 

mechanisms is necessary to strengthen justice and legal certainty in Indonesia. 
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besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian 
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